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PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGTIN

DINAS PEhIDIDIKAN

KEPUruSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SAROTANGLIN
NOMOR ,41 /DrSDrK/2016

TENTANG

IZIN OPERASIONAL/PENYELENGGAILA.ANI SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(?AUD) TUNAS BARU KECAMATAN LIIII-TN.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

Bahwa pendidikan anak usia dini (PAUD) merupakan pendidikan yang sangat
mendasar dan sangat menenhrkan bagi perkembangan anak dikemudian
hari,yang merupakan pendidikan pertama dan utama bagi tu:nbuh kembang
manusi4PAUD merupakan peletak dasar pertumbuhan perkembangan
fisik,social,ekonomi,bahasa dan komunikasi sesuai dengan keunikan
perkembangan anak usia dini dengan tujuan terwujudnya anak usia dini yang
cerd4s,sehat,ggia,S44 beral<hlak mqlia sert4 memili\j kgsiql1q_p baik filik
maupun mental dalam memasuki pendidikan lebih lanjut;

Bahwa bmdasdan ur sebagaimana dirnaksud pada huuf a,perlu
menetapkan keputusan Kepala Dinas tentang Izin Operasional/Penyelenggara
Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Tunas Baru Kecamatan Limun.

Undang Undang Nomor I tahun 1974 tentang Pokok Pokok Kepegawaian
( lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55,Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 304l)sebagaimana telah diubah
dengan Undang -Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas
Undang-UandangNomgr 8 tahun 1974 (lembaranNegara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 769, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3890);

UndangdJndang Nomor 28 Tahtur 1 999 Tentang Penyelenggarazm Negara Yang
Bersih Dan Bebas dari Konrpsi,Kolusi dan Nepotisme (Lernbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nonror '15, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor3 85 1 );

Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten
Tebg,Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 39O3)Sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembenhrkan Kabupaten
S arolangun,Kabupaten Tebo,Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanj ung
J"b+qg Ti** (lembarqn \egara R-epublik tdqq€-sla TS.ry, 1000 Nomq! q1,

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3969):

Undang.Undang Ngmor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor l25,Tambahan
Lembaran Negara Repubtik lndonesia Nomor 4437)sebagarmana tehh beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang -Undang Nomorl2 Tahun 2008 tentang
perubahan Kedua Atas Unrlang-Undang Nomor 32 Tahun 2A04 tentang

Pemerintatran Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59,Ta:rrbahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 48a\;
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5. Undang-Undang Nornor 25 Tahrm 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran
Negara Republik lndonesia Ta]run 2009 Nomor ll2,tambahan lembaran negara

Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tatrun 2005 Nomor
4l,Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor4496);

Peraturan pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan Dan
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembran Negra Rep-ublik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4585)

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antaran Pemerintah,Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor S2,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan
penyelenggaraan pendidikan (lembaran Negara republic Indonesia tahun 2010
nomor 23,tambahan lembaran Negara republik lndonesia nomor
5l05)sebagaimana telah di ubatr dengan peraturan pemerintah nomor 66 tahun
2010 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor l7 tahun 2010 tentang
pe.ngelgleag dqq penyelelggaraan pendidikan (e.qbar,an Negara te.public
Indonesia tahun 2010 nomor S9,tambahan lembaran Negara republic Indonesia
nomor 4741)

Peratur-an daerah kabupaten sarolangur nomor 03 tahun 2008 tentang susrman
organisasi dan tata kerja dinas daerah kabupaten sarolangun (lembaran daerah
kabupaten sarolangun tahun 2008 nomor 03)sebagaimana telah beberapa kali
diubah temkhir dengan peraturan daerah kabupaten sarolangun nomor 3 khun
2012 tentang perubahan kedua atas peraturan daerah kabupaten sarolangun
nontor 03 tahm 2008 terntang sustulan organisasi dan tata kerja dinas daerah
kabupaten sarolangun (Lembaran daerah kabupaten sarolangun ta}ln 2012
nomor 3).

Peraturan Menteri Pendtdikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar
Pendidikan Anak Usia Dini;

MoU Mendiknas dengan G-ubernur dan Para Bupati Seprovinsi Jambi
Tanggal 10 Maret 2006 Tentang Kesepakatan Penyediaan dana pendidikan
antara pemerintah Pusat dan Kabupaten4(ota;

Visi daft Misi Pemerintah Kebupaten sarolangun Tahun 2011 s.d 2A1,6 yary
bet€ked me4iadi K-4bup4Jqp F4{qlengq4 yapg l_ebih M4j9 444 Sgjah-tgr4;

MEMUTUSK.{N:

KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENTANG IZIN OPERASIONALi
PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAI.ID) TUNAS BARU KECA]VfATAN LIMUN.
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Memperhatikan: a

Menetapkan :

b.



KES ^TU

KEDUA

KETIGA

PAUD"Tunas Baru,,
Yurnila Wati
Pengelola
Indonesia
Desa Mersip
Kec. Limun,
Kab. Sarolang,tn
2 (dua) Tahun

Pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu akan dicabut,apabila

1:{3di 
pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan pendidikan anak usiaoru arnpedoman teknispenyelenggaraanpendidikan anakusia pendidikan anak usia dini,non formal dan informal

kementrian pendidikan.

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sarolangun
Pada Tanggal 17 02_ 2016

DINAS PENDIDIKAN
ATEN SAROLANGLIN,

NIP.196
UTAMA MUDA
131198301002

Tembusan Disampaikan Kepada Yth,
1. Bapak GubernurJambi di Jambi
2- Bapak Bupati Sarolangun di Sarolangun;
3. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi di Jambi;
4. Sdr.Carnat Limun Di Limun;
5, S{q,K_gpq!A UPTD Pendidikan Kecamatan LtqUq 4i --LimUru

: Memberikan I-in operasionalrpenyelenggarium satuan Fendidikan
Anak Usia Dini Kepada :

Nama Lembaga
Namapenanggung Jawab
Pekerjaan
Kewarganegaraarr
Alamat

Jangka Waktu berlaku Izin :


